KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR PR 32 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

a.

bahwa Pasal 20 ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, mengatur unit kerja eselon
II dan eselon III untuk menyusun indikator Kkinerja
kegiatan,;

penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan pada Kantor
Otoritas Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara mengacu pada Indikator Kinerja
Program Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

bahwa Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Tahun 2020-2024 telah ditetapkan
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Udara Nomor KP 238 Tahun 2021 tentang Penetapan

Indikator Kinerja Program Direktorat  Jenderal
Perhubungan Udara Tahun 2020-2024; dan
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Udara tentang Penctapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Kantor Otoritas Bandar Udara di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomro 1842);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1390);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun
2020 tentang Penyclenggaraan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemcrintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402);

9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
KP 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2020 - 2024;

10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
KP 238 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Program Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun
2020-2024;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Otoritas
Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Otoritas Bandar Udara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
a. Indikator Kinerja Utama (Core Business); dan

b. Indikator Kinerja Penunjang.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Otoritas Bandar Udara
di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
berupa indikator kinerja manfaat (outcome).

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Otoritas Bandar Udara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Otoritas Bandar Udara
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan
acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Otoritas
Bandar Udara di Lingkungan  Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara untuk menyusun dokumen:



KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

rencana kinerja tahunan;
rencana kerja dan anggaran,
perjanjian kinerja;
pengukuran kinerja;
laporan kinerja; dan
evaluasi pencapaian kinerja.

SR I

Petunjuk Manual dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor
Otoritas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara diberikan
tugas dan wewcnang untuk meningkatkan efektifitas
pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Kantor Otoritas Bandar Udara di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara sebagai berikut :

a. melakukan pembinaan penyusunan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian
Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja;
dan

b. melakukan cvaluasi atas pelaksanaan sistem
akuntabilitas Kantor Otoritas Bandar Udara di
Lingkungan Dircktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan
pengawasan terhadap peclaksanaan Keputusan Direktur

Jenderal ini.

Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ted.

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya

/< KEPALA BAGIAN HUKUM,

~ FITRT INDAH SUSILOWATI



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR
TANGGAL

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (CORE BUSINESS)

PR 32 TAHUN 2022
30 DESEMBER 2022

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) SATUAN
SK1 Meningkatnya 1. Persentase kepatuhan dalam %
konektivitas penyelenggaraan pengangkutan
transportasi udara. penumpang, kargo dan/ pos di
wilayah kerja kantor otoritas bandar
udara
SK?2 Meningkatnya 2. Persentase pemenuhan standar %
kinerja layai'lan pelayanan bandar udara
transportasi udara
3. Persentase pemenuhan standar %
pelayanan penumpang angkutan udara
4. Persentase pemenuhan standar
SK3 Meningkatnya keselamatan penerbangan
keselamatan dan %
keamanan ‘
transportasi udara 5. Persentasce pemenuhan standar %
keamanan penerbangan
B. INDIKATOR KINERJA PENUNJANG
SASARAN KEGIATAN |  INDIKATOR KINERJA PENUNJANG SATUAN
SK4 | Meningkatnya 1. Persentase pérr;rigﬁuhan Dokumen Sistem
kualitas tata kelola Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah %
pemerintahan yang (SAKIP) Kantor Otoritas Bandar Udara.
baik. 2. Persentase Pemenuhan Tingkat Maturitas %
SPIP Kantor Otoritas Bandar Udara.
3. Persentasc pemenuhan realisasi anggaran
Kantor Otoritas Bandar Udara. %

C. PETUNJUK MANUAL INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

SK1 | Meningkatnya konektivitas transportasi IKK1 | Persentase kepatuhan dalam
udara penyelenggaraan pengangkutan
penumpang, kargo dan/ pos di

wilayah kerja kantor otoritas bandar
udara.




DESKRIPSI

Penyelenggaraan angkutan udara adalah pelaksanaan, pelayanan dan tanggung jawab dalam
kegiatan dibidang angkutan udara yang terkait dengan pengangkutan penumpang, kargo
dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang
lain atau beberapa bandar udara dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan
keamanan penerbangan serta pelayanan.

Kepatuhan adalah pemenuhan terhadap prosedur sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan.

Objek pengawasan penyelenggaraan angkutan udara terdiri dari pemegang sertifikat standar
angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal serta non niaga. Pengawasan
penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos oleh inspektur angkutan udara di
Kantor Otoritas Bandar udara meliputi : inspeksi, pemantauan dan pengamatan terhadap
evaluasi terkait penetapan pelaksanaan rute penerbangan (PPRP) dan persetujuan terbang

(flight approval).

SUMBER DATA

e Regulasi terkait tata cara pengawasan dan tindak lanjut laporan hasil pengawasan
penyelenggaraan angkutan udara.
e Berita Acara dan Laporan Hasil Pengawasan.

FORMULASI PERHITUNGAN

Jumlah nilai kepatuhan BUAU yang diawasi

jumlah BUAU yang diawasi

Catatan :

Perhitungan nilai kepatuhan 1 BUAU :

Jumlah compliance (kepatuhan)

i - x100%
Jumlah Cheklist pada instrumen Pengawasan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP)

SATUAN
Persentase (%)
PENANGGUNG JAWAB DATA
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara i -

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
SK?2 | Meningkatnya kinerja layanan IKK2 | Persentase pemenuhan standar

transportasi udara pelayanan bandar udara

DESKRIPSI

Standar Pelayanan bandar udara mencakup standar pelayanan calon penumpang dan
penumpang di terminal penumpang bandar udara.

Standar pelayanan pengguna jasa bandar udara ini merupakan acuan dalam memberikan
pelayanan jasa kebandarudaraan bagi badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara

bandar udara.

Standar pelayanan dimulai sejak memasuki area pelayanan sebagai pengguna jasa bandar
udara di area keberangkatan sampai dengan kcluar dari area pelayanan di area kedatangan.

SUMBER DATA

o Regulasi terkait Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara.
e Berita Acara dan Laporan Hasil Pengawasan.

FORMULASI PERHITUNGAN o -

Jumlah Bandar Udara bernilai LOS = C

: x 100%
Jumlah target bandar udara yang bernilai LOS = C pada tahun berjalan ’

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB DATA

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara




SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
SK2 | Meningkatnya kinerja layanan | IKK3 | Persentase pemenuhan standar
transportasi udara. pelayanan penumpang  angkutan
udara.

DESKRIPSI

Pelayanan penumpang angkutan udara merupakan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh
Badan Usaha Angkutan Udara meliputi sebelum penerbangan (pre-flight), pada saat
penerbangan (in-flight) dan setelah pencerbangan (post flight).

Objek pengawasan pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara terdiri dari :
a. pemegang sertifikat standar angkutan udara niaga berjadwal;
b. pemegang sertifikat standar angkutan udara niaga tidak berjadwal; dan
c. pemegang sertifikat standar angkutan udara bukan niaga.

Pengawasan pemenuhan standar pclayanan penumpang angkutan udara oleh inspektur
angkutan udara di Kantor Otoritas Bandar udara meliputi : inspeksi, pemantauan dan
pengamatan terhadap evaluasi terkait dengan standar pelayanan minimal penumpang angkutan
udara, tarif penumpang angkutan niaga berjadwal, angkutan udara perintis, tanggung jawab
pengangkut, penanganan keterlambatan dan pembatalan penerbangan, pelaksanaan angkutan
udara haji, kerjasama angkutan udara niaga, pelaporan angkutan udara niaga.

SUMBER DATA

e Regulasi terkait tatacara pengawasan dan tindak lanjut laporan hasil pengawasan
penyelenggaraan angkutan udara.
e Berita Acara dan Laporan Hasil Pengawasan.

FORMULASI PERHITUNGAN

Jumlah nilai pemenuhan standar pelayanan BUAU yang diawasi
jumlah BUAU yang diawasi

Catatan :
Perhitungan nilai pemenuhan standar pelayanan 1 BUAU :

Jumlah compliance (kepatuhan)

¢ 1009
Jumlah Cheklist Pengawasan * .
SATUAN
Persentase (%)
PENANGGUNG JAWAB DATA
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara L
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
SK3 | Meningkatnya keselamatan dan | IKK4 | Persentase pemenuhan standar
keamanan transportasi udara keselamatan penerbangan

DESKRIPSI

Keselamatan Penerbangan aa'é-]'ériﬂ“SrLrlAa.tLlrml'{ég(iééWr{--{él‘pel1L1hin)'a persyaratan keselamatan dan
pemanfaatan wilayah wudara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasl
penerbangan serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Pemenuhan Standar Keselamatan yang dimaksud meliputi : '
1. Bidang Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Pengawasan dilakukan melalui

kegiatan surveillance dan ramp check kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara
pada objek pengawasan terdiri dari pemegang Air Operator Certificate (AOC) 121, Air
Operator Certificate (AOC) 135, Operator Certificate (OC) 91, Pilot School Certificate (PSC)
141, Training Center (TC) 142, Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO), Aircraft

Maintenance Organization (AMO);




2. Bidang Navigasi Penerbangan. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan inspeksi,
pemantauan, dan pengamatan pada objek pengawasan terdiri dari : penyelenggara
pelayanan navigasi penerbangan, penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi
penerbangan, penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan, penyelenggara
pemeliharaan peralatan elektronika penerbangan, penyelenggara lainnya yang terkait
dengan pelayanan navigasi penerbangan; dan

3. Bidang Bandar udara. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan inspeksi, pemantauan,
dan pengamatan yaitu keselamatan operasi Bandar udara dan kelayakan fasilitas Bandar
udara di bandar udara, Rencana Penanggulangan keadaan darurat Bandar udara (Airport
emergency Plan) dan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran
(PKP-PK), Penyedia jasa pendidikan dan pelatihan personel PKP-PK dan/atau Salvage.
Objek pengawasan bidang bandar udara terdiri dari : Unit Penyelenggara Bandar Udara
(UPBU), Badan Usaha Bandar Udara (BUBU), Heliport, Penyedia Jasa Pendidikan dan
Pelatihan personel bandar udara, Penyedia Jasa Pendidikan dan Pelatihan PKP-PK, dan
Salvage yang kegiatannya berkaitan dengan kesiapan personel dan fasilitas pelayanan
darurat.

SUMBER DATA
e Regulasi terkait :

o Petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan oleh inspektur navigasi penerbangan,

o Petunjuk teknis pengawasan Rencana Pcnanggulangan keadaan darurat Bandar udara
(Airport emergency Plan) dan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam
Kebakaran (PKP-PK);

o Petunjuk teknis peraturan kesclamatan penerbangan sipil bagian 8900-6.3 tentang
prosedur audit dan surveillance bagi operator pemegang sertifikat operator pesawat
udara;

Petunjuk teknis peraturan Kkesclamatan penerbangan sipil bagian 8900-6.9 tentang
prosedur audit dan surveillance terhadap pemegang sertifikat organisasi perawatan
pesawat udara,;

o Petunjuk teknis terkait program dan tata cara pengawasan dan investigasi keselamatan

pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara; dan

o Petunjuk teknis peraturan kesclamatan penerbangan sipil bagian 139-01 tentang
sertifikasi dan registrasi serta pengawasan Kkeselamatan operasi bandar udara (Staff
instruction 139-01).

e Berita Acara dan Laporan Hasil Pengawasan

@]

FORMULASI PERHITUNGAN

Jumlah nilai pemenuhan standar keselamatan bidang bandar udara, navigasi, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara
3

Catatan :
Nilai pemenuhan standar Keselamatan bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara:

Jumlah nilai pemenuhan standar bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara pada
objek yang diawasi / jumlah objek yang diawasi

% Bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara (perhitungan untuk 1 objek

pengawasan):
jumlah compliance (kepatuhan)

- x 100%
Jumlah Checklist Pengawasan 0

Nilai pemenuhan standar Keselamatan bidang navigasi penerbangan :

Jumlah nilai pemenuhan standar bidang navigasi penerbangan pada objek yang diawasi /
jumlah objek yang diawasi
% Bidang navigasi penerbangan (perhitungan untuk 1 objek pengawasan) :

Jumlah compliance (kepatuhan)

o b e e v 100%
Jumlah Checklist Pengawasan




Nilai pemenuhan standar Keselamatan bidang Bandar udara :

Jumlah nilai pemenuhan standar bidang bandar udara pada objck yang diawasi / jumlah objek
yang diawasi

% Bidang bandar udara (perhitungan untuk 1 objek pengawasan) :

Jumlah compliance (kepatuhan)

Jumlah Checklist Pengawasan x 100%
SATUAN
Persentase (%)
PENANGGUNG JAWAB DATA
Kepala Kantor otoritas Bandar udara
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
SK3 | Meningkatnya keselamatan dan | IKKS | Persentase pemenuhan standar
keamanan transportasi udara keamanan penerbangan

DESKRIPSI

Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada
penerbangan dari tindakan melawan hukum meclalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya

manusia, fasilitas, dan prosedur.

Pemenuhan Standar keamanan penerbangan yang dimaksud adalah pengawasan dilakukan
meliputi kegiatan inspeksi, survey, dan pengujian (test) pada objek pengawasan terdiri dari: Unit
Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan
Udara/Perusahaan Angkutan Udara Asing, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan, Pemeriksaan Kcamanan Kargo dan Pos (PKKP), Penyedia Jasa Pendidikan dan
Pelatihan Bidang Keamanan Penerbangan.

SUMBER DATA
o Regulasi terkait petunjuk Teknis Pengawasan dan Investigasi Keamanan Penerbangan.

e Berita Acara dan Laporan Hasil Pengawasan.
FORMULASI PERHITUNGAN

Jumlah nilai pemenuhan standar keamanan penerbangan pada objek yang diawasi
jumlah objek yang diawasi

Perhitungan untuk 1 objek pengawasan :

Jumlah compliance (kepatuhan)

Jumlah Checklist Pengawasan X 100%
SATUAN i e 4 e e G e e+ P et R
Persentase (%) B S
PENANGGUNG JAWAB DATA
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

SK4 | Meningkatnya  kualitas Ttata kelola | IKP1 Persentase pemenuhan  Dokumen
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Kantor Otoritas

Bandar Udara.

pemerintahan yang baik.




DESKRIPSI

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: Renstra; Perjanjian Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pengelolaan
Data Kinerja; Pelaporan Kinerja; Reviu dan Evaluasi Kinerja.

SUMBER DATA

e Regulasi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Perhubungan.
e Laporan Penyampaian Dokumen SAKIP.

FORMULASI PERHITUNGAN

Jumlah dokumen yang disampaikan

R R i S—— - B s - X IUUl%,
Farget dokumen yang harus disampaikan

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB DATA

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

SK4 | Meningkatnya kualitas tata kelola | IKP2 | Persentase Pemenuhan Tingkat
pemerintahan yang baik. Maturitas SPIP  Kantor  Otoritas
Bandar Udara.

DESKRIPSI -
Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP
dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi cfektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi
sebagaimana dimaksud mencakup unsur-unsur:

a. SPIP;

b. MRI,

c. IEPK; dan

d. kapabilitas APIP.

SUMBER DATA
e Regulasi terkait Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.
e Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.

FORMULASI PERHITUNGAN

Capaian Maturitas SPIP

“Target Maturitas sp1p ¥ 100%
SATUAN
Persentase (%)
PENANGGUNG JAWAB DATA
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara o
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

SK4 | Meningkatnya kualitas tata kelola | IKP3 | Presentase pemenuhan realisasi

pemerintahan yang baik. anggaran Kantor Otoritas Bandar

Udara.

DESKRIPSI
Realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya.

Realisasi anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus APBN yang dimulai dari
perencanaan anggaran, persetujuan bersama, evaluasi anggaran dan penetapan, pengawasan

dan pertanggungjawaban keuangan.




-10-

SUMBER DATA

o Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)

FORMULASI PERHITUNGAN

Realisasi Anggaran

bl bl = ol SNP )
larget Realisasi Anggaran !

SATUAN

Persentase (%)

PENANGGUNG JAWAB DATA
Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

M.KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AH SUSILOWATI

" FITRI 1



